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ABSTRAK 

 

STRATEGI PENINGKATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN (PPATK) PADA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN 

Delvi Adri Rahmadana Pangaribuan 

danadelvi@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) pada Bagian Tata Usaha Pimpinan. Penelitian ini juga dilakukan untuk 

menentukan strategi yang tepat dalam upaya peningkatan pengembangan kompetensi 

pegawai di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 

Bagian Tata Usaha Pimpinan. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap 

permasalahan yang ada dengan tujuan untuk menemukan solusi yang komprehensif. 

Metode kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai 

perspektif dan data secara mendalam. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pada 

pelaksanaan pengembangan kompetensi terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu 

faktor motivasi pegawai yang kurang memiliki kesadaran untuk meningkat kompetensi, 

faktor kebijakan organisasi dan pimpinan yang belum memiliki fokus pada pengembangan 

bagi pegawai internal PPATK, faktor variasi pengembangan kompetensi yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal di PPATK, faktor anggaran yang terbatas pada kegiatan 

pengembangan kompetensi, dan faktor sarana dan prasarana yang belum dapat digunakan 

secara maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat strategi yang digunakan untuk 

peningkatan pengembangan kompetensi pegawai antara lain penyusunan Human Capital 

Development Plan (HCDP), Panduan coaching, mentoring, dan belajar mandiri bagi atasan 

di lingkungan PPATK, Kolaborasi dengan unit internal penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan Pusdiklat APU-PPT, dan Pemberian sosialisasi terkait tujuan dan manfaat 

pengembangan kompetensi pegawai. 

Kata Kunci:  

Pengembangan Kompetensi Pegawai, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Faktor – faktor 

Pengembangan Kompetensi, Strategi Peningkatan Kompetensi 
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ABSTRACT 

 

STRATEGIES TO IMPROVE THE COMPETENCY DEVELOPMENT OF 

EMPLOYEES OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTING AND 

ANALYSIS CENTER (PPATK) IN THE LEADERSHIP ADMINISTRATION 

SECTION 

Delvi Adri Rahmadana Pangaribuan 

danadelvi@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study aims to identify factors that influence employee competency development 

within the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in the 

Leadership Administration Section. This research is also conducted to determine 

the right strategy in an effort to improve employee competency development within 

the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in the Chief 

Administration Section. This research focuses on in-depth analysis of existing 

problems with the aim of finding comprehensive solutions. The qualitative method 

used allows researchers to explore various perspectives and data in depth. Based 

on this research, it is concluded that in the implementation of competency 

development there are influencing factors, namely employee motivation factors that 

lack awareness to increase competence, organizational and leadership policy 

factors that do not yet have a focus on development for PPATK internal employees, 

factors of competency development variations that have not been maximally utilized 

in PPATK, limited budget factors in competency development activities, and 

facilities and infrastructure factors that cannot be used optimally. To overcome this 

problem, there are strategies used to improve employee competency development, 

including the preparation of the Human Capital Development Plan (HCDP), 

coaching, mentoring, and self-learning guidelines for superiors within PPATK, 

collaboration with internal units of the AML-CFT Training Center, and providing 

socialization related to the objectives and benefits of employee competency 

development. 

Keywords:  

Employee Competency Developmen;; Leadership Administration Section; Factors 

for Competency Development; Competency Improvement Strategy  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Kompetensi yang dimaksud 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian 

yang dapat memberikan pengaruh secara langsung kepada kinerja pegawai di 

instansi pemerintah (Ma’arif, 2021). Di Indonesia pengaturan tentang kompetensi 

pegawai, terkhusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur di dalam Undang – 

undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara langsung 

mengamanatkan perihal kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN melalui 

pembelajaran yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam Pasal 21 Ayat (8) 

huruf b disebutkan bahwa pengembangan kompetensi adalah bagian dari komponen 

pengembangan diri yang diberikan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan 

Pegawai ASN, serta hal tersebut termuat sebagai hak dan kewajiban seorang 

pegawai ASN. Selanjutnya, dalam Pasal 49 Ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai 

ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara 

terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Maka secara garis 

besar aturan tersebut memberikan tuntutan hak dan kewajiban bagi setiap ASN 

untuk melakukan pengembangan kompetensi dan hal tersebut merupakan tindakan 

yang harus dilaksanakan untuk mencapai kondisi ASN yang berkualitas serta 

mampu untuk menghadapi tuntutan organisasi tempat pegawai ASN tersebut 

bertugas. 

Ketersediaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dapat 

memberikan kontribusi yang baik bagi keberlangsungan instansi pemerintah dalam 

menjalankan roda organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, maka 

diperlukan ASN yang memiliki kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan instansi 

pemerintah dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dalam 

Pasal 203 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 



2 

 

Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap 

PNS diberikan setidaknya dengan jumlah 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 

periode 1 (satu) tahun. Artinya bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh seorang ASN terkhusus Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi dan 

memperoleh pengembangan kompetensi dengan jumlah materi 20 (dua puluh) jam 

pelajaran selama 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi yang diberikan kepada 

ASN dapat diberikan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan sesuai dengan Pasal 

210 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka 

Peningkatan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dilakukan melalui penyediaan program-program pengembangan 

kompetensi yang telah direncanakan secara sistematis. Program – program tersebut 

mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang sudah direncanakan.  

Mekanisme peraturan tentang pemberian pengembangan kompetensi pegawai 

melalui pendidikan dan pelatihan tidak hanya diberikan kepada PNS saja. Namun, 

terdapat peraturan mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi yang diberikan 

kepada Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari 

ASN. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen disebutkan bahwa Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) disebutkan bahwa PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta 

dalam pengembangan kompetensi pegawai. Lebih lanjut dalam Pasal 40 Ayat (1) 

dijelaskan juga perihal jam pelajaran (JP) yang diberikan kepada PPPK oleh 

instansi pemerintah yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran (JP). 

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka kegiatan pengembangan 

kompetensi kepada pegawai PPPK merupakan hak yang akan diterima oleh seorang 

PPPK. Penekanan pada peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa terdapat 

prioritas pemberian pengembangan kompetensi kepada pegawai PPPK dengan 

memperhatikan hasil penilaian kinerja pegawai PPPK oleh Pejabat yang 

Berwenang. Artinya bahwa menjadi hak yang harus diprioritaskan bagi pegawai 

PPPK yang memiliki penilaian sangat baik/terbaik untuk memperoleh 
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pengembangan kompetensi dari pendidikan ataupun pelatihan yang mampu 

menunjang kemampuan pegawai PPPK tersebut dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab pada instansi pemerintah sehari - hari. 

Pengembangan kompetensi pegawai memiliki 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu 

pendidikan ataupun pelatihan. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan 

diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai 

melalui pemberian pendidikan formal kepada seorang pegawai. Menurut Nadler 

(Sanusi, 2014, p. 33) pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang digunakan 

untuk menyiapkan seorang pegawai untuk dapat beradaptasi terhadap tugas – tugas 

yang mungkin berbeda dimasa mendatang. Sedangkan untuk pengembangan 

kompetensi melalui pelatihan dapat dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal 

maupun non klasikal dengan bentuk pelatihan pembelajaran yang diberikan melalui 

pemberian materi pembelajaran di dalam pelatihan, seminar, kursus, ataupun 

penataran dan diikuti oleh seorang pegawai. Menurut Schechter (Sanusi, 2014, p. 

32) pelatihan merupakan proses pembelajar yang dilaksanakan untuk mengasah 

kemampuan pegawai dalam menyelesaikan suatu tugas pada masa sekarang. 

Pengembangan pegawai melalui peningkatan kompetensi dapat mendorong kinerja 

pegawai dan organisasi, sehingga akan berdampak pada upaya pencapaian tujuan 

organisasi melalui manajemen sumber daya manusia yang terencana dan 

terorganisir dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Paradifa (2020) 

menyatakan bahwa tingkat kompetensi pegawai berdampak positif pada performa 

sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan pelatihan juga terbukti memberikan efek 

yang menguntungkan terhadap kinerja sumber daya manusia. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Setyowati et al. (2022) mengungkapkan adanya korelasi 

langsung antara kompetensi dan performa organisasi, sehingga peningkatan 

kompetensi seorang pegawai akan berbanding lurus dengan kemajuan kinerja 

organisasi secara keseluruhan dan begitu pula sebaliknya. Pemberian 

pengembangan kompetensi kepada pegawai terbukti berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kinerja, baik pada level organisasi maupun individu. Hal ini terlihat 
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dari kemampuan pegawai yang semakin baik dalam menuntaskan tugas dan 

memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 203 Ayat (4) tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk 

memberikan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS setidaknya dengan jumlah 

20 (dua puluh) jam pelajaran (JP) dalam periode 1 (satu) tahun. Tentunya, hal ini 

mendorong setiap instansi pemerintahan untuk memiliki data analisis terhadap 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai yang mereka miliki. 

Analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis / TNA) merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk melakukan identifikasi terhadap kesenjangan antara 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang 

pegawai dalam menyelesaikan tugas, sehingga kesenjangan tersebut dapat diatasi 

melalui pemberian pelatihan kepada pegawai (Biro SDM - ORTALA PPATK, 

2024). Kehadiran data analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dapat 

disusun sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan 

kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang mereka miliki. Penyusunan 

analisis data kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan pada periode 

awal tahun oleh Biro yang membidangi perihal Sumber Daya Manusia pada sebuah 

instansi. Pada lembaga pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), proses penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan bagi pegawai PPATK untuk tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun, 

tepatnya di bulan Januari 2024. Pada Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut, telah dimuat 

data kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi atau area 

pengembangan dan sasaran Biro atau Direktorat tempat pegawai bertugas di 

lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2024 telah dimuat mengenai 

kebutuhan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Berikut ditampilkan 
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gambar daftar analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024. 

Gambar 1. 1. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Biro Umum PPATK 

Tahun 2023 

 

Sumber : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana PPATK, 2023 

Berdasarkan gambar 1.1, di atas, pada poin nomor 20 (dua puluh) menunjukkan 

bahwa tidak adanya analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diberikan 
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kepada pegawai pada Biro Umum PPATK berkaitan dengan urusan keprotokolan 

ataupun administrasi pimpinan. Sehingga, berdasarkan data ini menunjukkan 

bahwa pada tahun 2023 tidak ada sama sekali kegiatan pengembangan kompetensi 

melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan urusan keprotokolan 

ataupun administrasi pimpinan. 

Gambar 1. 2. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Biro Umum PPATK 

Tahun 2024 

 

Sumber : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana PPATK, 2024 

Berdasarkan gambar 1.2, di atas, pada poin nomor 1 (satu) menunjukkan bahwa 

adanya analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang harus diberikan kepada 
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pegawai pada Biro Umum PPATK berkaitan dengan urusan keprotokolan. 

Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa kompetensi atau area pengembangan 

tersebut, ditujukan kepada pegawai PPATK yang membutuhkan pengembangan 

kompetensi keprotokolan dalam mendukung tugas dan tanggung jawab sehari - 

hari. Urusan keprotokolan merupakan tugas yang berada di dalam Bagian Tata 

Usaha Pimpinan PPATK, Biro Umum PPATK. Maka dengan demikian pegawai 

PPATK yang bertugas pada Bagian Tata Usaha Pimpinan PPATK memiliki hak 

untuk memperoleh peningkatan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas keprotokolan sehari – hari. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan 

Pelatihan PPATK Tahun 2024 tersebut merupakan hasil dari pemetaan yang telah 

dilakukan oleh Biro SDM dan ORTALA PPATK untuk menentukan area 

pengembangan yang harus diberikan kepada pegawai yang memiliki tugas 

berkaitan dengan keprotokolan. 

Adanya analisis terhadap kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada setiap 

instansi pemerintah yang salah satunya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan amanat yang diberikan oleh Undang – 

undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan 

adanya pengembangan kompetensi pegawai melalui pembelajar secara terus  

menerus agar relevan dengan tuntutan instansi pemerintah. Lebih lanjut pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil dalam Pasal 203 Ayat (4) yang memberikan ketentuan bagi PNS untuk 

memperoleh paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP) pada pengembangan 

kompetensi. Sementara, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pasal 40 Ayat (1) 

memberikan ketentuan bagi PPPK untuk memperolah paling lama 24 (dua puluh 

empat) jam pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja seorang PPPK. 

Berdasarkan seluruh aturan yang ada maka analisis terhadap kebutuhan pendidikan 

dan pelatihan yang disusun oleh Biro SDM dan ORTALA PPATK Tahun 2024 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dalam upaya 

memenuhi hak pegawai ASN PPATK. 
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Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti adalah bagaimana implementasi 

terhadap pemberian pengembangan kompetensi yang diberikan kepada pegawai 

PPATK. Berdasarkan data, peneliti menemukan bahwa terdapat pegawai PPATK 

yang belum menerima pendidikan atau pelatihan dalam upaya pengembangan 

kompetensi ataupun belum tercapainya target jam pelajaran (JP) pemberian 

pengembangan kompetensi pegawai. Berikut peneliti tampilkan tabel pemenuhan 

jam pelajaran (JP) pendidikan dan pelatihan pegawai PPATK pada Bagian Tata 

Usaha Pimpinan PPATK periode tahun 2022 – 2024 (semester 1). 

Tabel 1. 1. Data Pemenuhan Jam Pelajaran (JP) Pengembangan Kompetensi  

Bagian Tata Usaha Pimpinan PPATK 

No. 

Bagian Tata 

Usaha 

Pimpinan 

 
Pemenuhan Jam Pelajaran (JP)  

2021 2022 2023 

2024 

(Semester 

I) 

1 Pegawai 1 0 69 16 124 

2 Pegawai 2 0 25 168 0 

3 Pegawai 3 0 39 48 0 

4 Pegawai 4 0 0 0 0 

5 Pegawai 5 0 0 0 0 

6 Pegawai 6 0 0 0 56 

7 Pegawai 7 0 0 0 0 

8 Pegawai 8 0 0 0 56 

9 Pegawai 9 0 0 0 0 

10 Pegawai 10 0 0 0 0 

11 Pegawai 11 0 0 0 0 

12 Pegawai 12 0 50 0 0 

13 Pegawai 13 0 50 0 0 

14 Pegawai 14 0 38 16 0 

15 Pegawai 15 0 34 0 0 

16 Pegawai 16 0 37 8 0 

17 Pegawai 17 0 12 16 0 

18 Pegawai 18 0 50 56 4 

19 Pegawai 19 0 50 16 0 

20 Pegawai 20 0 0 0 38 

21 Pegawai 21 0 0 0 38 
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No. 

Bagian Tata 

Usaha 

Pimpinan 

 
Pemenuhan Jam Pelajaran (JP)  

2021 2022 2023 

2024 

(Semester 

I) 

22 Pegawai 22 0 0 12 3 

23 Pegawai 23 0 50 24 38 

24 Pegawai 24 0 0 0 41 

25 Pegawai 25 0 0 0 198 

26 Pegawai 26 0 12 0 0 

28 Pegawai 27 0 0 0 0 

29 Pegawai 28 0 0 0 0 

30 Pegawai 29 0 0 0 0 

31 Pegawai 30 0 0 0 0 

32 Pegawai 31 0 0 0 0 

Persentase Pegawai 

yang memenuhi 20 

JP 

0% 35,48% 12,90% 25,81% 

 
Sumber : Dikelola oleh Peneliti, 2024 

Berdasarkan tabel 1.1,  di atas, kita bisa melihat bahwa terdapat pegawai pada 

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2024 (semester I) 

yang telah memenuhi target jam pelajaran (JP) yang diamanatkan oleh peraturan 

dalam upaya pengembangan kompetensi. Namun, terdapat pula data yang 

menampilkan bahwa ada pegawai yang belum memenuhi target jam pelajaran (JP) 

yang diamanatkan oleh peraturan dan ada pula pegawai yang sama sekali belum 

memperoleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan ataupun pelatihan. 

Lebih lanjut, peneliti juga melihat bahwa terdapat pegawai pada Bagian Tata Usaha 

Pimpinan yang memperoleh jam pelajaran (JP) melampaui target yang diberikan 

oleh peraturan. Pemenuhan jam pelajaran (JP) tersebut melampaui target 

disebabkan pegawai yang bersangkutan adalah merupakan Pejabat Administrator 

dan Pejabat Pengawas sehingga target jam pelajaran (JP) melalui kegiatan Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator (PKA) dan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas (PKP) yang diikuti. 
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Mengacu pada data tabel 1.1, secara persentase pemenuhan target 

pengembangan kompetensi pegawai selama 20 jam pelajaran (JP) pada tahun 2021 

tidak ada dilakukan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai. 

Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pengembangan dengan persentase 

tercapainya pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai selama 20 jam 

pelajaran (JP)  sebesar 35,48%. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan 

angka yaitu sebesar 12,90%. Sementara pada tahun 2024 (semester I) terjadi 

peningkatan sebesar persentase pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP yaitu 

25,81%, namun angka tersebut tidak lebih besar dari tahun 2022. Berdasarkan data 

tersebut, peneliti menemukan bahwa persentase tercapainya pemenuhan terhadap 

pengembangan kompetensi pegawai PPATK terkhusus pada Bagian Tata Usaha 

Pimpinan berada dalam kategori rendah atau belum optimal secara pemenuhan. 

Lebih lanjut, peneliti juga menemukan data tentang pemberian pendidikan atau 

pelatihan yang berbentuk seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi/workshop pada 

pengembangan kompetensi berkaitan urusan keprotokolan sebagai berikut : 

Tabel 1. 2. Data Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai PPATK pada 

Urusan Keprotokolan 

No. Nama Unit Kerja 
Nama 

Kegiatan 

Jam 

Pelajaran 
Tahun Penyelenggara 

1 
Pegawai 

1 

Pusat 

Pemberdayaan 

Kemitraan 

Anti 

Pencucian 

Uang dan 

Pencegahan 

Pendanaan 

Terorisme 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

2 
Pegawai 

2 

Biro Sumber 

Daya 

Manusia, 

Organisasi 

dan Tata 

Laksana 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 
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No. Nama Unit Kerja 
Nama 

Kegiatan 

Jam 

Pelajaran 
Tahun Penyelenggara 

3 
Pegawai 

3 
Telah Pensiun 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

4 
Pegawai 

4 

Pusat 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Anti 

Pencucian 

Uang dan 

Pencegahan 

Pendanaan 

Terorisme 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

5 
Pegawai 

5 

Biro Sumber 

Daya 

Manusia, 

Organisasi 

dan Tata 

Laksana 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

6 
Pegawai 

6 
Biro Umum 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

7 
Pegawai 

7 
Biro Umum 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

8 
Pegawai 

8 
Biro Umum 

Pelatihan 

Protokol dan 

Penyusunan 

Pedoman 

24 2013 

PPATK dan 

Lemdiklat 

Khusus 

Protokol 

Pemerintahan 

dan Kenegaraan 

9 
Pegawai 

9 
Biro Umum 

Sosialisasi 

Keprotokolan 
8 2016 KPK 

10 
Pegawai 

10 
Biro Umum 

Sosialisasi 

Keprotokolan 
8 2016 KPK 
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No. Nama Unit Kerja 
Nama 

Kegiatan 

Jam 

Pelajaran 
Tahun Penyelenggara 

11 
Pegawai 

11 
Biro Umum Keprotokolan 8 2018 

Pusdiklat 

Kementerian 

Setneg 

12 
Pegawai 

12 
Biro Umum Keprotokolan 8 2018 

Pusdiklat 

Kementerian 

Setneg 
Sumber : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana PPATK, 2024 

Berdasarkan tabel 1.2 yang telah ditampilkan memuat tentang pemberian 

pengembangan kompetensi di bidang keprotokolan melalui kegiatan pelatihan, 

sosialisasi, seminar, dan workshop yang diterima oleh pegawai PPATK pada kurun 

waktu periode tahun 2013 – 2018. Peneliti menemukan data bahwa setelah tahun 

2018, tercatat belum ada dilaksanakan kembali kegiatan pengembangan 

kompetensi pegawai PPATK di bidang keprotokolan dalam bentuk pendidikan atau 

pelatihan terkait keprotokolan. Dalam hal pelaksanaan tugas, keprotokolan 

merupakan kemampuan yang cukup penting dan harus selalu dikembangkan oleh 

setiap pegawai yang bertugas melaksanakan urusan keprotokolan. Urusan 

keprotokolan merupakan salah satu tugas yang terdapat di dalam Bagian Tata Usaha 

Pimpinan PPATK yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga dan mengorganisir 

setiap kegiatan acara kenegaraan ataupun acara resmi. Tindakan tersebut dilakukan 

sebagai upaya untuk menjaga dan memastikan agar setiap acara atau kegiatan yang 

dilaksanakan oleh PPATK yang bersifat acara resmi ataupun tidak dapat berjalan 

secara lancar dan optimal maka diperlukan kehadiran pegawai – pegawai PPATK 

yang berperan sebagai satuan protokol. Satuan protokol tersebut diharapkan diisi 

oleh pegawai – pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang 

keprotokolan, sehingga setiap agenda acara atau kegiatan lingkungan PPATK dapat 

berjalan dengan optimal. Lebih lanjut keprotokolan juga merupakan kemampuan 

yang seharusnya diberikan pengembangan secara berkesinambungan 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan era disrupsi. 

Meninjau dari konteks dan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, 

peningkatan pengembangan kompetensi pegawai PPATK pada Bagian Tata Usaha 
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Pimpinan tentunya memberikan gap permasalahan yang menarik untuk dapat 

peneliti lakukan peninjauan dan pendalaman. Terlebih upaya peningkatan 

pengembangan kompetensi pegawai merupakan salah satu kegiatan di dalam 

manajemen sumber daya aparatur pada lingkungan instansi pemerintah. 

Pengelolaan pada peningkatan pengembangan kompetensi pegawai yang baik dan 

optimal akan berdampak terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi serta 

diharapkan mampu memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan mengenai 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang berlaku di Indonesia. 

Secara umum sebagai sebuah instansi pemerintahan, PPATK memiliki tujuan utama 

adalah untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Pendaan Terorisme (TPPU – PT) di Indonesia dengan mengoptimalkan seluruh 

sumber daya yang mereka miliki. PPATK memiliki aset krusial dalam menghadapi 

tantangan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sumber daya manusia yang terdiri 

dari para pegawainya. Sebagai penggerak utama organisasi, pegawai PPATK 

memegang peran vital yang memerlukan pengelolaan optimal untuk memastikan 

kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Keberhasilan PPATK dalam 

menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kapabilitas dan dedikasi para 

pegawainya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia di PPATK menjadi 

aspek strategis yang memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang tepat. 

Merujuk akan hal tersebut, mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan 

penelitian atau kajian mengenai Strategi Peningkatan Pengembangan 

Kompetensi Pegawai PPATK pada Bagian Tata Usaha Pimpinan. 

B. Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, peneliti 

melakukan identifikasi permasalahan pada penelitian saat ini yaitu. 

1. Tidak tercapainya jumlah kebutuhan minimal jam pelajaran (JP) pegawai 

yang diamanatkan oleh peraturan. 

2. Pemberian pengembangan kompetensi kepada pegawai belum tepat sasaran 

sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab pegawai tersebut. 
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3. Pemberian pengembangan kompetensi bagi pegawai pada Bagian Tata 

Usaha Pimpinan yang belum disusun secara tepat dan berkesinambungan. 

C. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, maka 

peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor – faktor pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Bagian 

Tata Usaha Pimpinan? 

2. Bagaimana strategi yang efektif dalam peningkatan pengembangan 

kompetensi pegawai di lingkungan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) pada Bagian Tata Usaha Pimpinan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari – hari? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan maksud dari penelitian yang telah 

disampaikan, maka peneliti ingin mencapai tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor pengembangan kompetensi pegawai 

di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

pada Bagian Tata Usaha Pimpinan. 

2. Untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan pengembangan 

kompetensi pegawai di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) pada Bagian Tata Usaha Pimpinan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kendala – kendala 

serta strategi yang efektif dalam upaya peningkatan pengembangan kompetensi 

pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Bagian 

Tata Usaha Pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

sehari – hari. Peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 



15 

 

1. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan oleh instansi 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 

melaksanakan peningkatan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Bagian Tata 

Usaha Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

sehari – hari. di lingkungan. 

2. Manfaat Akademis 

Peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat 

serta sumbangsih pemikiran terhadap kajian pengembangan kompetensi 

pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari – hari.   
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Pada pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai ditemukan faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kompetensi pegawai, yaitu : 

a. Motivasi Pegawai : Masih terdapat pegawai yang kurang memiliki 

kesadaran untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga berdampak 

pada kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan PPATK. 

b. Kebijakan Organisasi dan Pimpinan : Fokus pengembangan kompetensi di 

lingkungan PPATK terfokus pada pegawai yang berasal dari APGAKUM, 

Pihak Pelapor (PJK dan PBJ) dan instansi lainnya terkait TPPU – TPPT, 

sehingga pengembangan kompetensi pada pegawai internal yang berada di 

lingkungan PPATK belum optimal. 

c. Variasi Pengembangan Kompetensi : Fleksibilitas metode pelatihan 

(klasikal dan non-klasikal) memberikan peluang untuk pegawai dapat 

memilih jenis dan metode pengembangan kompetensi yang diinginkan, 

tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal di lingkungan PPATK. Variasi 

pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan memperhatikan 

kategori pelatihan, identifikasi terhadap pelatihan yang diberikan, dan 

penetapan pada kategori metode pelatihan yang sesuai dengan tujuan materi 

pembelajaran yang diberikan sehingga pegawai dapat memiliki pilihan dan 

kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi pegawai. 

d. Anggaran : Anggaran yang diberikan pada layanan pengembangan 

kompetensi pada tahun 2024 di lingkungan PPATK mengalami penurunan 

dibanding tahun 2023 sehingga keterbatasan anggaran menjadi hambatan 

utama dalam memenuhi target pengembangan kompetensi. 

e. Sarana dan Prasarana : Adanya Pusdiklat APU – PPT PPATK hanya 

berfokus pada pemberian materi pelajaran teknis seperti Penggunaan 
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Aplikasi GoAML dan Analisis Data terkait TPPU – TPPT bagi APGAKUM, 

Pihak Pelapor (PJK dan PBJ) dan instansi lainnya. Sehingga meskipun 

Pusdiklat APU – PPT PPATK sebagai sarana dan prasarana lembaga 

penyedia layanan Diklat tidak dapat digunakan secara maksimal oleh 

seluruh pegawai PPATK untuk melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi.  

2. Strategi Efektif dalam Peningkatan Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Terdapat beberapa strategi efektif yang dapat dilakukan untuk membantu 

peningkatan pengembangan kompetensi pegawai PPATK, yaitu : 

a. Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP). Penyusunan 

Human Capital Development Plan (HCDP) dapat membantu PPATK dalam 

melakukan pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi pegawai, sehingga 

pegawai dapat mengikuti kegiatan pengebangan kompetensi melalui 

pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pegawai. 

Dokumen HCDP dapat membantu dalam mengidentifikasi gap kompetensi 

pegawai dan mengidentifikasi pegawai yang memiliki potensi tinggi untuk 

dikembangkan menjadi pimpinan dimasa depan. Dokumen HCDP nantinya 

dapat dijadikan sebagai pedoman arah dalam pengembangan kompetensi 

pegawai dan memastikan bahwa pegawai dapat terus berkembang 

mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan tugas yang semakin 

berkembang dilingkungan pekerjaan.  

b. Panduan Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri. Penyusunan panduan 

coaching, mentoring, dan belajar mandiri dapat menjadi pedoman dalam 

membantu atasan langsung untuk melakukan kegiatan peningkatan 

kompetensi bagi pegawai atau bawahan langsung melalui media coaching, 

mentoring, dan belajar mandiri. Pemberian coaching, mentoring, dan 

belajar mandiri kepada pegawai dapat digunakan juga menyiasati 

keterbatasan anggaran dan sarana prasarana di PPATK dengan 

mengoptimalkan kegiatan pengembangan yang tidak membutuhkan biaya 
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dan fasilitas, namun menggunakan atasan langsung sebagai sumber 

pengembangan kompetensi pegawai. Penyediaan berbagai jenis program 

pengembangan yang dapat dilakukan melalui metode non klasikal akan 

mampu mengakomodasi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang 

ada di lingkungan PPATK. 

c. Kolaborasi dengan unit internal penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

Pusdiklat APU-PPT. Kolaborasi dengan Pusdiklat APU – PPT sebagai 

bagian unit penyelenggara diklat di lingkungan PPATK dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan 

PPATK. Meskipun fokus pembelajaran diklat yang diberikan oleh Pusdiklat 

APU – PPT kepada APGAKUM, Pihak Pelapor (PJK dan PBJ) dan instansi 

lainnya terkait TPPU – TPPT serta materi pembelajaran yang memiliki 

muatan teknis analisis data terkait TPPU dan TPPT sifatnya terbatas bagi 

individu tertentu. PPATK tetap dapat melakukan upaya kerja sama dengan 

Pusdiklat APU – PPT sebagai unit penyelenggara diklat di lingkungan 

PPATK untuk mengikutsertakan pegawainya agar memperoleh 

pengembangan kompetensi melalui pemberian materi pembelajaran terkait 

dasar – dasar TPPU – TPPT sekaligus memenuhi target jam pelajaran 

pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai di lingkungan PPATK. 

d. Sosialisasi terkait Tujuan dan Manfaat Pengembangan Kompetensi 

Pegawai. Pemberian sosialisasi terkait tujuan dan manfaat pengembangan 

kompetensi pegawai dapat dilakukan sebagai upaya bagi pegawai PPATK 

untuk mengetahui memberikan informasi tentang pelaksanaan 

pengembangan kompetensi, menanamkan kesadaran pegawai akan 

pentingnya pengembangan kompetensi melalui media – media informatif 

yang tersedia, memotivasi pegawai untuk mengikuti program 

pengembangan kompetensi yang ada, dan memberikan pemahaman yang 

lebih baik bagi pegawai tentang tujuan dan manfaat pengembangan 

kompetensi. 
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B. Saran 

1. Keterlibatan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), jajaran pimpinan, dan 

seluruh pegawai di lingkungan PPATK dalam proses penyusunan Human 

Capital Development Plan (HCDP) merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh organisasi untuk menyediakan kegiatan pengembangan 

kompetensi pegawai yang komprehensif dan berkesinambungan. Pada 

pelaksanaannya dibutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan agar 

proses penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) di lingkungan 

PPATK dapat terlaksana secara efektif, yaitu ; 

a. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan 

1) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM di 

PPATK berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja. 

2) Identifikasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari pejabat yang 

berwenang (PyB) dan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di PPATK. 

3) Kegiatan identifikasi dilakukan melalui pengumpulan data profil SDM, 

analisis kesenjangan kompetensi, dan kinerja. Data ini dapat diperoleh 

dari laporan kinerja, hasil audit SDM, dan rencana strategis organisasi. 

b. Inventarisasi Kebutuhan Kompetensi 

1) Menginventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan untuk 

setiap posisi di PPATK yang terdiri dari PyB dan PPK. 

2) Menggunakan data profil SDM, analisis kesenjangan kompetensi, dan 

kinerja untuk memetakan kebutuhan kompetensi yang spesifik. 

c. Verifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi 

1) Menganalisis dan memetakan jenis kompetensi yang akan 

dikembangkan, memastikan kesesuaian dengan standar kompetensi 

jabatan dan manajemen talenta. 

2) Memeriksa kesesuaian rencana dengan dokumen perencanaan 5 

tahunan PPATK, standar kompetensi jabatan, dan ketersediaan 

anggaran. 
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d. Validasi Rencana Pengembangan Kompetensi 

1) Mengesahkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang 

diusulkan oleh PyB oleh PPK. 

2) Memastikan bahwa rencana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan 

dan anggaran yang tersedia untuk tahun berikutnya. 

e. Penyusunan Dokumen HCDP 

1) Membuat dokumen HCDP yang komprehensif berdasarkan hasil 

inventarisasi, verifikasi, dan validasi. 

2) Tim penyusunan HCDP yang terdiri dari PyB dan PPK. 

3) Mengintegrasikan hasil analisis kebutuhan, rencana pengembangan 

kompetensi, dan strategi implementasi ke dalam dokumen HCDP. 

f. Pengajuan dan Persetujuan Dokumen HCDP 

1) Mengajukan dokumen HCDP kepada pejabat yang berwenang untuk 

disetujui. 

2) Mengirimkan dokumen HCDP kepada pejabat yang berwenang untuk 

mendapatkan persetujuan formal. 

g. Implementasi dan Evaluasi HCDP 

1) Melaksanakan program pengembangan kompetensi sesuai dengan 

rencana yang telah disetujui dan melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaannya yang terdiri dari Tim PyB dan PPK. 

2)  Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, memantau kemajuan, 

dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa program 

pengembangan kompetensi mencapai tujuan yang diharapkan. 

Hal di atas dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan kompetensi 

yang diidentifikasi relevan dan sesuai kebutuhan pegawai serta sejalan dengan 

kebijakan organisasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk 

memantau dan mengevaluasi efektivitas penyusunan HCDP secara berkala. 

Kegiatan ini penting untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan 

kebutuhan organisasi dan perkembangan organisasi selama proses penyusunan 

dilakukan. 
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2. Pada proses penyusunan Panduan Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri 

harus disusun secara komprehensif oleh Biro SDM dan Organisasi Tata 

Laksana PPATK dengan memperhatikan kebutuhan informasi, data kompetensi 

manajerial, data kompetensi teknis, dan data kompetensi sosial kultural 

pegawai serta atasan untuk memastikan bahwa panduan tersebut memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh atasan dalam memberikan peningkatan 

kompetensi kepada bawahan. oleh Biro SDM dan Organisasi Tata Laksana 

PPATK juga harus memberikan pelatihan awal bagi atasan yang akan berperan 

sebagai coach dan mentor bagi pegawai. Atasan harus memiliki keterampilan 

coaching dan mentoring yang baik agar dapat memberikan pelatihan dan 

bimbingan yang efektif. 

3. Pengembangan program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan 

spesifik pegawai PPATK. Hal ini dapat meningkatkan relevansi materi yang 

diberikan. Selain itu perlu adanya fleksibilitas pada jadwal pelatihan bagi 

pegawai PPATK agar lebih pegawai dapat mengikuti pelatihan tanpa 

mengganggu tugas utama mereka. Dibutuhkan pula evaluasi setelah sesi 

pelatihan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan tentang materi, pengajar, 

dan relevansi pelatihan terhadap pekerjaan sehari-hari pegawai PPATK. 

4. Diperlukan sosialisasi intensif mengenai manfaat pengembangan kompetensi, 

baik bagi individu maupun organisasi melalui berbagai saluran dan media yang 

ada. Dukungan terhadap media informasi dan komunikasi dari Biro SDM dan 

ORTALA PPATK dapat dibangun secara menyeluruh kepada seluruh pegawai 

PPATK. Keterbukaan informasi bagi para pegawai harus diberikan terkait 

dengan mekanisme pengembangan kompetensi  sehingga pegawai akan dapat 

memahami kewajiban yang mereka miliki di dalam pengembangan kompetensi 

yang ada.   
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